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A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, pukul 11.09 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya 

disebut UU 19/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 

61/PUU-XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 61/PUU-

XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 

DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian UU 19/2003 dalam Perkara Nomor 61/PUU-

XVIII/2020, diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) 

yang diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB, yang dalam hal ini 

memberikan kuasa khusus kepada Janses E. Sihaloho, S.H., dkk., advokat dan 

konsultan hukum pada Sihaloho & Co. Law Firm, untuk selanjutnya disebut 

sebagai Pemohon.  
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C. PASAL/AYAT UU 19/2003 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 

77 huruf c dan d UU 19/2003 yang berketentuan sebagai berikut: 

“Persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah: 
c. Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan 

tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan 
dengan kepentingan masyarakat; 

d. Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara 
tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang 
untuk diprivatisasi.” 

 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal a quo dianggap Pemohon bertentangan Pasal 33 ayat (2) dan (3) 

UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak 

dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.  

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian UU 19/2003 dalam permohonan a quo, Mahkamah 

Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

 

[3.12]  Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama 

dalil-dalil Pemohon, inti permohonan a quo sesungguhnya bertumpu pada 

persoalan: benarkah jika larangan privatisasi dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d 

UU 19/2003 hanya diberlakukan secara limitatif terhadap Persero dan tidak 

diberlakukan juga terhadap Perusahaan milik Persero/Anak Perusahaan Persero 

akan menyebabkan negara kehilangan “hak menguasai negara”. Dalam hal ini, 

ketiadaan larangan tersebut menyebabkan negara menjadi kehilangan hak 

menguasai dan/atau mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara 

dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga bertentangan dengan 

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Terhadap dalil pokok/inti permohonan 

Pemohon tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal-hal sebagai 

berikut: 

 Bahwa Mahkamah telah memutus dalam putusan-putusan sebelumnya 

terkait dengan sumber daya alam, yaitu dalam Pengujian UU Ketenagalistrikan, 

UU Mineral dan Batubara, UU tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU tentang Sumber Daya Air. Kesemua 

pengujian tersebut telah menafsirkan frasa “cabang-cabang produksi yang 

penting bagi negara”, frasa “dikuasai negara”, dan frasa “sebesar-besar 

kemakmuran rakyat” sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 

yang menyatakan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945 yang menyatakan ”bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
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kemakmuran rakyat”, yang mana oleh Pemohon dijadikan dasar pengujian dalam 

permohonannya. Selanjutnya, dalam mempertimbangkan permohonan a quo 

Mahkamah perlu mencermati kembali putusan Mahkamah sebelumnya yang 

terkait dengan isu konstitusional dalam permohonan Pemohon a quo. 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang 

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, 

bertanggal 15 Desember 2004. Dalam putusan a quo, Mahkamah memberi 

makna pada frasa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara”, yaitu: 

“Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang 

dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang 

banyak, yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak 

menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara 

tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Namun, terpulang kepada Pemerintah bersama lembaga perwakilan 

rakyat untuk menilainya apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai 

penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. 

Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan 

menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah 

menjadi tidak penting lagi bagi negara dan tidak lagi menguasai hajat 

hidup orang banyak…; 

Bahwa dalam Putusan ini, Mahkamah membuat 3 (tiga) kategorisasi 

cabang produksi” yang harus dikuasai oleh negara, yaitu, pertama, cabang 

produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. 

Kedua, cabang produksi yang penting bagi negara tetapi tidak menguasai 

hajat hidup orang banyak. Ketiga, cabang produksi yang tidak penting bagi 

negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga kategorisasi 

cabang produksi inilah yang kesemuanya harus dikuasai oleh negara. Akan 

tetapi, Mahkamah menyerahkan kepada pemerintah bersama lembaga 

perwakilan rakyat untuk menilai manakah cabang produksi yang masuk ke 

dalam 3 (tiga) kategorisasi cabang produksi yang penting bagi negara 

sehingga harus semuanya dikuasai oleh negara. Cabang produksi yang pada 

suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, 

pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting bagi negara dan 

tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga kategorisasi cabang 

produksi inilah yang kesemuanya harus dikuasai oleh negara. 

Sementara itu frasa “dikuasai oleh negara” memiliki makna sebagai 

berikut: 

“…perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna 

penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari 

konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi 
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dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula 

di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas 

sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu 

dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara 

untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan 

(bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) 

dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara 

dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan 

dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan 

konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) 

dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan 

Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan 

(beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-

holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan 

Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen 

kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan 

penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan 

oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah 

dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan 

penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang 

menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat 

 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 mengenai Pengujian 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 

bertanggal 21 Desember 2004. Dalam putusan a quo terkait pengujian 

Undang-Undang Migas, Mahkamah kembali menafsirkan frasa “Cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara” dan frasa “dikuasai oleh negara”. 

Namun, karakteristik pengelolaan ketenagalistrikan berbeda dengan 

pengelolaan minyak dan gas bumi seperti yang dikemukakan di atas. Menurut 

Mahkamah, pengelolaan minyak dan gas bumi sebagai berikut: 

“…jikalau cabang produksi minyak dan gas bumi, yang adalah juga 

kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia sebagaimana 

dimaksud oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, oleh Pemerintah dan DPR 

dinilai telah tidak lagi penting bagi negara dan/atau menguasai hajat 

hidup orang banyak, maka dapat saja cabang-cabang produksi minyak dan 

gas bumi itu diserahkan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan 

pengawasannya kepada pasar. Namun, jikalau cabang-cabang produksi 

dimaksud oleh Pemerintah dan DPR dinilai masih penting bagi negara 

dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, maka Negara, c.q. 
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Pemerintah, tetap diharuskan menguasai cabang produksi yang 

bersangkutan dengan cara mengatur, mengurus, mengelola, dan 

mengawasinya agar sungguh-sungguh dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.” 

Dalam putusan ini pula Mahkamah memaknai Pasal 33 ayat (4) UUD 

1945, yakni: 

“…untuk menjamin prinsip efisiensi yang berkeadilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, 

“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional”, maka penguasaan dalam 

arti kepemilikan privat itu juga harus dipahami bersifat relatif, dalam arti 

tidak mutlak harus 100 persen, asalkan penguasaan oleh negara, c.q. 

Pemerintah, atas pengelolaan sumber-sumber kekayaan dimaksud tetap 

terpelihara sebagaimana mestinya. Meskipun Pemerintah hanya memiliki 

saham mayoritas relatif, asalkan tetap menentukan dalam proses 

pengambilan atas penentuan kebijakan badan usaha yang bersangkutan, 

maka divestasi ataupun privatisasi atas kepemilikan saham Pemerintah 

dalam badan usaha milik negara yang bersangkutan tidak dapat dianggap 

bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah 

berpendapat, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, 

asalkan privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan Negara, c.q. 

Pemerintah, untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang 

produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai orang banyak. 

Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak ide kompetisi di antara para 

pelaku usaha, asalkan kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh 

negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (regelendaad), 

mengurus (bestuursdaad), mengelola (beheersdaad), dan mengawasi 

(toezichthoudensdaad) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara 

dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.” 

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa dalam pengelolaan minyak dan 

gas bumi, Pasal 33 UUD 1945 tidak menolak ide privatisasi dan juga tidak 

menolak ide kompetisi sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara. 

Kepemilikan privat dalam badan usaha juga bersifat relatif dan negara c.q. 

pemerintah tidak harus memiliki saham 100%. Dengan perkataan lain, 

apabila pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, maka sepanjang 

tidak meniadakan penguasaan negara, c.q. Pemerintah untuk menjadi 

penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi 

negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, hal demikian tidaklah 

bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. 
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3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 

dan Pulau-Pulau Kecil, bertanggal 16 Juni 2011. Dalam Putusan a quo 

Mahkamah mempertimbangkan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 

Dalam Putusan a quo, Mahkamah berpendapat penguasaan oleh negara atas 

bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, berarti bahwa 

negara berwenang dan diberi kebebasan untuk mengatur, membuat 

kebijakan, mengelola serta mengawasi pemanfaatan bumi air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dengan ukuran konstitusional yaitu 

“untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 

ayat (3) UUD 1945 a quo, kebebasan negara untuk mengatur dan membuat 

kebijakan atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dibatasi dengan prinsip “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dengan 

mempergunakan empat tolok ukur yaitu: (i) kemanfaatan sumber daya alam 

bagi rakyat, (ii) tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat, 

(iii) tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, 

serta (iv) penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam 

memanfaatkan sumber daya alam. 

“Menurut Mahkamah untuk menghindari pengalihan tanggung jawab 

penguasaan negara atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau-pulau 

kecil kepada pihak swasta, maka negara dapat memberikan hak 

pengelolaan tersebut melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin 

kepada pihak swasta tersebut tidak dapat diartikan mengurangi 

wewenang negara untuk membuat kebijakan (beleid), melakukan 

pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), 

melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan 

(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Di samping itu, negara tetap dimungkinkan menguasai dan mengawasi 

secara utuh seluruh pengelolaan wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau 

kecil. Melalui mekanisme perizinan, pemberian hak pengelolaan kepada 

swasta tidak merupakan pemberian hak kebendaan yang mengalihkan 

penguasaan negara secara penuh kepada swasta dalam kurun waktu 

tertentu.” 

 

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 

bertanggal 13 November 2012. Dalam putusan a quo, Mahkamah memberikan 

makna yang lebih mendalam terkait Pasal 33 UUD 1945. Hal inilah yang 

membedakan putusan ini dengan putusan-putusan sebelumnya. Dalam 

putusan ini Mahkamah memaknai frasa “dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat” sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD 1945. 
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Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 

“...dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat” maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang 

menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, 

pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya...” (vide paragraf [3.15.4] hal. 158 putusan 

Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010). Apabila penguasaan negara tidak 

dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar 

kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang 

tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan 

terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan 

manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di satu sisi negara dapat 

menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain 

rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas 

sumber daya alam. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria 

konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan 

negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat”; 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka frasa “dikuasai negara” tidak 

dapat dipisahkan dari frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, 

sehingga kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Karena boleh jadi 

negara menguasai sumber daya alam, dalam hal ini minyak dan gas bumi, 

tetapi tidak mendatangkan manfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 

sebab negara mengalami keterbatasan dalam mengelolanya. Oleh karena itu, 

hak menguasai negara harus mempertimbangkan betul makna dan tujuan 

untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam putusan ini pula 

Mahkamah memaknai peringkat hak menguasai negara. Peringkat pertama 

adalah negara melakukan penguasaan secara langsung atas sumber daya 

alam. Kedua, negara membuat kebijakan dan pengurusan, ketiga, negara 

melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan. Berikut pendapat Mahkamah 

selengkapnya. 

“Menurut Mahkamah, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan 

yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara 

langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini Migas, sehingga negara 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya 

alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat 

kebijakan dan pengurusan, dan fungsi negara dalam peringkat ketiga 

adalah fungsi pengaturan dan pengawasan. Sepanjang negara memiliki 

kemampuan baik modal, teknologi, dan manajemen dalam mengelola 

sumber daya alam maka negara harus memilih untuk melakukan 

pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam. Dengan pengelolaan 

secara langsung, dipastikan seluruh hasil dan keuntungan yang diperoleh 
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akan masuk menjadi keuntungan negara yang secara tidak langsung akan 

membawa manfaat lebih besar bagi rakyat. Pengelolaan langsung yang 

dimaksud di sini, baik dalam bentuk pengelolaan langsung oleh negara 

(organ negara) melalui Badan Usaha Milik Negara. Pada sisi lain, jika 

negara menyerahkan pengelolaan sumber daya alam untuk dikelola oleh 

perusahaan swasta atau badan hukum lain di luar negara, keuntungan 

bagi negara akan terbagi sehingga manfaat bagi rakyat juga akan 

berkurang. Pengelolaan secara langsung inilah yang menjadi maksud dari 

Pasal 33 UUD 1945 seperti diungkapkan oleh Muhammad Hatta salah satu 

founding leaders Indonesia yang mengemukakan, “... Cita-cita yang 

tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besar 

sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan kapital 

pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi 

kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia 

dengan syarat yang ditentukan Pemerintah... Apabila tenaga nasional dan 

kapital nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan kapital 

asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia 

meminjamkan kapitalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk 

menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat yang 

ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita 

dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa dalam pembangunan 

negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital nasional makin lama 

makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah sampai pada satu 

tingkat makin lama makin berkurang”... (Mohammad Hatta, Bung Hatta 

Menjawab, hal. 202 s.d. 203, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002). 

Dalam pendapat Muhammad Hatta tersebut tersirat bahwa pemberian 

kesempatan kepada asing karena kondisi negara/pemerintah belum 

mampu dan hal tersebut bersifat sementara. Idealnya, negara yang 

sepenuhnya mengelola sumber daya alam; 

 

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tentang Pengujian 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, bertanggal 18 

Februari 2015. Dalam putusan a quo, Mahkamah menyatakan pengelolaan 

atas sumber daya air berdasarkan sifat dan karakteristik yang khas, karena 

terdapat sisi hak asasi atas air (right to water) yang sangat mendasar dalam 

pengelolaan sumber daya air. Oleh karena itu, perlu ada pembatasan yang 

ketat untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan ketersediaan air bagi 

kehidupan bangsa. Pendapat Mahkamah dalam Putusan a quo pada pokoknya 

sebagai berikut: 

“…air adalah salah satu unsur yang sangat penting dan mendasar dalam 

hidup dan kehidupan manusia atau menguasai hajat hidup orang banyak. 
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Sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang 

menguasai hajat hidup orang banyak, air haruslah dikuasai oleh negara 

[vide Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut maka dalam pengusahaan air harus ada 

pembatasan yang sangat ketat sebagai upaya untuk menjaga kelestarian 

dan keberlanjutan ketersediaan air bagi kehidupan bangsa [vide Pasal 33 

ayat (4) UUD 1945]; 

[3.19] Menimbang bahwa pembatasan pertama adalah setiap 

pengusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi 

meniadakan hak rakyat atas air karena bumi dan air dan kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya selain harus dikuasai oleh negara, juga 

peruntukannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; 

[3.20] Menimbang sebagai pembatasan kedua adalah bahwa negara harus 

memenuhi hak rakyat atas air. Sebagaimana dipertimbangkan di atas, 

akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri maka Pasal 28I 

ayat (4) menentukan, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah.” 

[3.21] Menimbang bahwa sebagai pembatasan ketiga, harus mengingat 

kelestarian lingkungan hidup, sebab sebagai salah satu hak asasi manusia, 

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Setiap orang berhak hidup 

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan 

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 

[3.22] Menimbang bahwa pembatasan keempat adalah bahwa sebagai 

cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak 

yang harus dikuasai oleh negara [vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945] dan air 

yang menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka 

pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak; 

[3.23] Menimbang bahwa pembatasan kelima adalah sebagai kelanjutan 

hak menguasai oleh negara dan karena air merupakan sesuatu yang 

sangat menguasai hajat hidup orang banyak maka prioritas utama yang 

diberikan pengusahaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau 

Badan Usaha Milik Daerah; 

[3.24] Menimbang bahwa apabila setelah semua pembatasan tersebut di 

atas sudah terpenuhi dan ternyata masih ada ketersediaan air, 

Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha 

swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat 

tertentu dan ketat; 

Kelima batasan pengelolaan SDA tersebut mengindikasikan pengelolaan 

SDA bersifat mutlak diselenggarakan oleh negara, sedangkan swasta hanya 

mendapatkan peran sisa (residu) tatkala pengusahaan atas air yang 
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dilakukan oleh BUMN/BUMD sebagai perusahaan prioritas yang diberi 

amanat untuk melakukan pengusahaan atas air oleh negara, tidak dapat 

melakukan fungsinya tersebut. 

 

 Berdasarkan uraian di atas pertimbangan tentang pengelolaan sumber 

daya alam, sebagai implementasi atas prinsip hak dikuasai oleh negara 

sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan dimaknai oleh Mahkamah 

sebagai kekuasaan untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan 

pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan 

(beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudenaad) untuk tujuan sebesar-besar 

kemakmuran rakyat antar-tiap jenis pengelolaan sumber daya alam memiliki 

karakteristik berbeda yang disesuaikan dengan sifat yang khas dari sumber daya 

alam dimaksud. Namun demikian, syarat absolut yang harus dipenuhi dan harus 

diperhatikan oleh negara dalam pengelolaan semua jenis sumber daya alam 

adalah pengelolaan harus dilakukan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. Dengan kata lain, frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” 

digunakan untuk menilai konstitusionalitas pengelolaan sumber daya alam yang 

dilakukan oleh negara apakah sudah dilakukan untuk tujuan sebesar-besar 

kemakmuran rakyat atau belum. Dalam menjelaskan perihal fungsi pengelolaan 

(beheersdaad), Mahkamah mempertimbangkan, “…dilakukan melalui mekanisme 

pemilikan saham (shareholding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam 

manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai 

instrumen kelembagaan, melalui negara, cq. Pemerintah, mendayagunakan 

penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

[3.13]  Menimbang bahwa terhadap dalil inti permohonan a quo sesungguhnya 

bertumpu pada persoalan jika larangan privatisasi dalam Pasal 77 huruf c dan 

huruf d UU 19/2003 hanya diberlakukan secara limitatif terhadap Persero dan 

tidak diberlakukan juga terhadap Perusahaan milik Persero/Anak Perusahaan 

Persero menyebabkan negara kehilangan hak menguasai negara, Mahkamah 

mempertimbangkan sebagai berikut: 

 Bahwa Pemohon memberikan gambaran perihal stuktur perusahaan PT 

Pertamina dan sub holding/holding company/anak perusahaan yang 

dikembangkan dalam rangka peningkatan pendapatan perusahaan serta adanya 

dorongan dari Menteri BUMN untuk menyegerakan anak perusahaan BUMN 

melakukan initial public offering (IPO) sebagai salah satu bentuk privatisasi, 

merupakan penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya kepada 

pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, 

memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan 

saham oleh masyarakat. Dalam hal ini, sebagaimana telah berkali-kali ditegaskan 

Mahkamah, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, asalkan 
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privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara, c.q. Pemerintah, untuk 

menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting 

bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, 

privatisasi tidak perlu dikhawatirkan sepanjang bertahan dengan prinsip “tidak 

menyebabkan hilangnya penguasaan negara, c.q. Pemerintah, untuk menjadi 

penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara 

dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Terlebih lagi, anak perusahaan 

yang berada di bawah persero yang dikelola BUMN akan tetap berada di “bawah 

kendali” persero BUMN yang terikat dengan prinsip “privatisasi tidak 

meniadakan penguasaan negara”, salah satunya dengan cara pengaturan 

penjualan saham yang tetap dapat mempertahankan prinsip penguasaan oleh 

negara. 

 Bahwa jikalau diletakkan dalam konteks permohonan a quo, privatisasi 

dapat dimaknai, BUMN merupakan badan usaha yang modalnya sebagian besar 

adalah berasal dari keuangan negara. Dalam hal BUMN melakukan privatisasi, 

modal yang berasal dari perusahaan induk untuk membentuk anak perusahaan 

tidaklah serta-merta dapat dianggap sebagai keuangan negara karena berasal 

dari portofolio keuangan yang terpisah. Dengan demikian, anak perusahaan yang 

dibentuk oleh perusahaan BUMN tidak dapat dikatakan sebagai BUMN karena 

modalnya tidak berasal dari keuangan negara namun dari keuangan perusahaan 

induk yang pengelolaannya terpisah dari keuangan negara yang ditempatkan 

pada BUMN perusahaan induk. 

 Bahwa berkenaan dengan anak perusahaan BUMN yang sejatinya 

bukanlah BUMN, tanpa dilakukan privatisasi pun dengan sendirinya bentuk 

usahanya yang dikelola menggunakan prinsip business judgement rules. Terhadap 

anak perusahaan BUMN yang jenis usahanya strategis, privatisasi tidak dilarang 

namun perlu dikendalikan dan dilakukan pengawasan/kontrol dari negara. 

Bentuk pengendalian oleh negara dapat dilaksanakan di antaranya dengan tidak 

membuka peluang untuk penjualan saham secara keseluruhan kepada publik 

dalam IPO. Fungsi kontrol tetap dapat dilakukan dengan adanya kepemilikan 

saham mayoritas dari perusahaan induk (BUMN) dapat menjaga agar tetap 

dimilikinya voting control (kontrol atas suara terbanyak karena kepemilikan 

saham mayoritas) dalam menghasilkan keputusan-keputusan dan kebijakan 

terkait pengelolaan perusahaan. Hal ini dapat menjadi perwujudan peran negara 

dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan BUMN. 

 Bahwa menurut Mahkamah kekhawatiran Pemohon dengan adanya 

privatisasi anak perusahaan menyebabkan norma Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 

yang berorientasi untuk tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat akan 

hilang atau berkurang karena dikaitkan dengan holding. Dalam hal ada 

“holdingisasi” di antara BUMN dan anak perusahaan BUMN, maka hal ini tidak 

dapat dikatakan antara induk dengan anak atau antara anak dengan anak 

perusahaan menjadi terpisah-pisah dan bahkan saling bersaing dalam 
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menjalankan kegiatan bisnis. Sekalipun misalnya kemudian sebagian saham pada 

anak perusahaan dialihkan ke pihak swasta sehingga saham pada BUMN induk 

menjadi berkurang, tetapi negara selalu bisa menggunakan hak kepemilikan 

saham yang disebut sebagai golden share. Adapun golden share ini dapat 

menentukan bahwa negara atau induk perusahaan BUMN mempunyai hak veto 

untuk tujuan mengamankan posisi negara dalam mengendalikan anak 

perusahaan BUMN agar tidak menyimpang dari tujuan usaha demi sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. Di sisi lain, dalam hukum perseroan, privatisasi sebenarnya 

hal yang tidak dapat dihindarkan akan terjadi dalam kinerja perseroan untuk 

tujuan peningkatan kinerja, nilai perusahaan, dan efisiensi yang pada praktiknya 

telah banyak dijalankan. 

 Bahwa kebijakan politik hukum pemerintah yang saat ini dilakukan, 

meskipun nantinya akan ada saham swasta dalam anak perusahaan BUMN, anak 

perusahaan BUMN tersebut masih dalam penguasaan negara untuk memberikan 

manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tanpa bermaksud menilai 

legalitas peraturan pelaksana, prinsip tersebut telah diimplementasikan dalam 

ketentuan Pasal 2A ayat (2) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 

2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan 

Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa (saham 

dwiwarna/golden share) dalam anak perusahaan BUMN dan anak perusahaan 

BUMN tersebut tetap diperlakukan sama dengan BUMN agar mendapatkan 

penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum. 

 

[3.14]  Menimbang bahwa kekhawatiran lain Pemohon mengenai 

ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan status karyawan dari perusahaan dan 

anak perusahaan BUMN yang melakukan privatisasi tentunya menjadi sesuatu 

yang harus mendapat perhatian. Namun demikian, sebagai salah satu aset penting 

yang dimiliki perusahaan, meskipun privatisasi salah satunya bertujuan untuk 

melakukan efisiensi, sedapat mungkin tidak sampai menimbulkan keresahan bagi 

karyawan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan privatisasi sejauh mungkin 

perlu diupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (vide Penjelasan 

Pasal 74 UU 19/2003). Apabila dalam penggabungan, peleburan, 

pengambilalihan, dan pembubaran BUMN harus terjadi PHK maka hal itu 

merupakan upaya terakhir, dan harus diselesaikan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

 Bahwa hal tersebut sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi 

sebelumnya, dalam hal ini berkaitan dengan PHK yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Mahkamah telah 

menegaskan pendiriannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-

IX/2011, bertanggal 20 Juni 2012 bahwa PHK merupakan pilihan terakhir sebagai 
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upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan 

upaya lain dalam rangka efisiensi tersebut. Selain itu Mahkamah dalam putusan a 

quo juga menegaskan bahwa pada hakikatnya tenaga kerja harus dipandang 

sebagai salah satu aset perusahaan, maka efisiensi saja tanpa penutupan 

perusahaan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK. 

 Bahwa mengenai status karyawan BUMN, Pasal 87 ayat (1) UU 19/2003 

telah menentukan bahwa karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang 

pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan 

berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, hal ini 

berkaitan erat dengan perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama 

dimaksud dibuat antara pekerja dengan pemberi kerja yaitu manajemen BUMN. 

Oleh karenanya dalam penyusunan perjanjian kerja prinsip-prinsip hubungan 

kerja yang saling menguntungkan antara pemberi kerja dengan pekerja harus 

menjadi perhatian utama, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi 

semua pihak. Demikian juga dengan status karyawan anak perusahaan BUMN 

yang diprivatisasi, seperti halnya karyawan BUMN keduanya sama-sama tunduk 

pada aturan yang ditentukan dalam UU 13/2003. 

 

[3.15]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, 

ketiadaan larangan untuk melakukan privatisasi perusahaan milik Persero/Anak 

Perusahaan Persero sebagaimana termaktub dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d 

UU 19/2003 tidaklah menyebabkan negara kehilangan hak menguasai negara. 

Terlebih lagi, sejumlah peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah 

telah memberi koridor hukum bahwa langkah tersebut dapat dilakukan 

sepanjang tidak meniadakan penguasaan negara untuk menjadi penentu utama 

dan pengendali kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara 

dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Artinya, sejauh dan sepanjang 

dilakukan dalam koridor dimaksud, norma dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 

19/2003 tidaklah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. 

Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. 

 

F. PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) 

Terhadap putusan Mahkamah tersebut, terdapat seorang hakim konstitusi yang 

memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yaitu Hakim Konstitusi Daniel 

Yusmic P. Foekh, sebagai berikut: 

Dalam Perkara a quo mayoritas hakim memberikan alas kedudukan hukum bagi 

Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 77 huruf c dan huruf d 

UU 19/2003. Terhadap hal tersebut, saya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. 

Foekh memiliki pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan 

pertimbangan sebagai berikut: 

a. bahwa Pemohon adalah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu 
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(selanjutnya disebut FSPPB), yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bukti Pencatatan 

Nomor 260/I/N/IV/2003 tertanggal 9 April 2003, yang dalam hal ini diwakili 

oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB berdasarkan Surat Keputusan 

Musyawarah Nasional Nomor Kpts-06/MUNAS-VI/FSPPB/2018. Presiden 

FSPBB memiliki kewenangan untuk mewakili Organisasi dalam beracara di 

Pengadilan berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar FSPPB; 

b. bahwa telah menjadi pendirian Mahkamah sejak awal bahwa organisasi 

nonpemerintah dapat diterima kedudukan hukumnya dalam pengujian 

konstitusionalitas undang-undang sepanjang maksud dan tujuan pendirian 

serta aktivitasnya berkait dengan substansi undang-undang yang 

dimohonkan pengujian dan diwakili oleh pihak yang menurut ketentuan 

internal organisasi yang bersangkutan diberikan hak untuk mewakili 

organisasi tersebut di dalam maupun di luar pengadilan (vide Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 68-69). Lebih lanjut, 

Mahkamah juga berpendirian bahwa suatu organisasi yang telah berkali-kali 

diterima kedudukan hukumnya tidaklah serta merta memeroleh kedudukan 

hukum untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang karena 

setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda (vide Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 75/PUU-XVII/2019, hlm. 28-29). Selain itu, Mahkamah juga 

pernah tidak memberikan kedudukan hukum bagi Asosiasi Pemerintah 

Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) selaku organisasi para kepala daerah 

(bupati) sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan. Menurut Mahkamah, untuk mengajukan 

permohonan pengujian undang-undang yang mewakili kepentingan daerah di 

hadapan Mahkamah haruslah pemerintahan daerah yang terdiri atas bupati 

dan ketua DPRD (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-

XII/2014, hlm. 28-29). Dengan demikian, pemberian kedudukan hukum bagi 

Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang oleh Mahkamah 

bersifat kasuistis dan tidak dapat disamaratakan (generalisasi); 

c. bahwa meskipun Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya tidak 

membedakan secara trikotomis antara konfederasi, federasi, dan serikat 

pekerja/serikat buruh dalam memberikan kedudukan hukum (legal 

standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang 

berkaitan dengan ketenagakerjaan atau serikat pekerja/serikat buruh, 

namun fakta penjenjangan terhadap ketiga organisasi tersebut dalam 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh 

(UU 21/2000), bukanlah tanpa alasan. Baik konfederasi serikat 

pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/serikat buruh, maupun 

serikat pekerja/serikat buruh merupakan tiga badan hukum yang berbeda 

dalam arti bahwa ketiganya memiliki pengurus, harta kekayaan, tujuan, 

legalitas pendirian, serta hak dan kewajiban masing-masing. Lagi pula, setiap 
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serikat pekerja/serikat buruh bersifat otonom sebagaimana kata “berhak” 

dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU 21/2000 yang berbunyi “Serikat 

pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi 

serikat pekerja/serikat buruh”. Kata “berhak” menunjukkan tidak ada 

kewajiban bagi organisasi serikat pekerja/serikat buruh dari setiap 

perusahaan untuk bergabung dengan federasi tertentu, selain itu sifat 

keanggotaan federasi pun tidak mengikat, di mana setiap serikat 

pekerja/serikat buruh yang menjadi anggota dari satu federasi serikat 

pekerja/serikat buruh berhak mengundurkan diri ataupun pindah ke federasi 

lain. Di sisi lain, anggota dari federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah 

badan hukum serikat pekerja/serikat buruh, bukan perorangan pekerja atau 

buruh, sehingga FSPPB tidak bisa mengklaim atas nama pekerja atau buruh 

dari serikat pekerja/serikat buruh Anak Perusahaan PT Pertamina (Persero) 

yang tidak menjadi anggota Federasi (FSPPB); 

d. bahwa diferensiasi secara trikotomis antara konfederasi, federasi, dan serikat 

pekerja/serikat buruh seharusnya menjadi tolok ukur kerugian 

konstitusional yang menjadi pintu masuk atas pengujian norma undang-

undang, yakni siapa atau pihak mana yang terkena dampak secara langsung 

atas keberlakuan norma a quo. Dalam hal ini, Mahkamah telah menegaskan 

mengenai 5 (lima) syarat kerugian konstitusional yang harus terpenuhi 

secara kumulatif sebagaimana yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah 

Konstitusi (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan 

selanjutnya); 

e. bahwa bentuk federasi dan konfederasi sesungguhnya dimaksudkan agar 

serikat pekerja/serikat buruh memiliki kekuatan dan dukungan yang lebih 

besar. Baik federasi maupun konfederasi sama-sama tidak memiliki akses 

langsung dengan pekerja/buruh. Adapun anggota dari federasi adalah serikat 

pekerja/serikat buruh (vide Pasal 6 ayat (2) UU 21/2000), sedangkan anggota 

dari konfederasi adalah federasi (vide Pasal 7 UU 21/2000). Sehingga jelas 

berbeda dengan organisasi serikat pekerja/serikat buruh yang anggotanya 

adalah pekerja atau buruh di perusahaannya. Dengan demikian, klaim dari 

FSPPB mengatasnamakan pekerja atau buruh pada anak perusahaan tidak 

sejalan dengan semangat UU 21/2000; 

f. bahwa berkenaan dengan status anak perusahaan, Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XVII/2019 (hlm. 1936) menyatakan: 

1. … 

2. bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance (bukti PT-20). Adapun 

komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk dan PT Mandiri Sekuritas (bukti PT-21). Dengan 
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demikian, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang 

bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara 

maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, 

melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui 

penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal 

atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN; 

3. ... 

bahwa konsekuensi logis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

01/PHPU.PRES-XVII/2019 adalah bahwa, Anak Perusahaan dari Perusahaan 

Persero akan tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007). Antara anak 

perusahaan BUMN dan BUMN memiliki entitas hukum yang berbeda, sehingga 

berbeda pula tata kelola dan regulasinya. Lebih lanjut, dengan dipisahkannya 

kekayaan negara pada BUMN yang dijadikan penyertaan modal pada anak 

perusahaan BUMN, maka aktiva anak perusahaan BUMN merupakan 

kekayaan yang terpisah dari perusahaan BUMN tersebut; 

g. bahwa Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya menyatakan 

bahwa faktanya Anak Perusahaan dari Perusahaan Persero tersebut hanya 

berbentuk Perseroan Terbatas biasa, sehingga tidak terikat pada ketentuan 

Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003. Hal tersebut tentunya membuka 

peluang/potensi dapat diprivatisasinya perusahaan atau persero tersebut 

padahal anak perusahaan tersebut memiliki kegiatan di bidang usaha yang 

berkaitan dengan bidang usaha induk perusahaannya yang notabene induk 

perusahaannya dilarang diprivatisasi karena bidang usahanya termasuk yang 

disebutkan dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 (vide poin 12 

Perbaikan Permohonan, hlm. 9-10). Terhadap hal tersebut, jika dikaitkan 

dengan Pasal 3 Anggaran Dasar FSPPB, organisasi FSPPB berbentuk Federasi 

yang menghimpun dan terbuka bagi serikat pekerja-serikat pekerja di 

lingkungan PT Pertamina (Persero), termasuk anak perusahaan, yang 

memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 

Dengan demikian, kekhawatiran Pemohon mengenai peluang/potensi dapat 

diprivatisasinya anak perusahaan PT Pertamina (Persero), kontradiksi 

dengan norma Pasal 3 Anggaran Dasar FSPPB yang terbuka bagi Anak 

Perusahaan. Hal ini semakin menunjukkan ketidakjelasan kerugian 

konstitusional Pemohon; 

h. bahwa kekhawatiran Pemohon anak-anak perusahaan PT Pertamina 

(Persero)/BUMN tidak dikontrol dengan baik oleh negara, hal ini sangat 

berlebihan karena Pemohon telah mengambil-alih tanggung jawab direksi. 

Menurut Pasal 1 angka 5 UU 40/2007, Direksi adalah Organ Perseroan yang 

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk 

kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta 

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan 
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ketentuan anggaran dasar. Dengan demikian, tanggung jawab pengurusan 

sebuah perseroan ada pada direksi. Selama direksi perseroan menjalankan 

tugasnya dengan prinsip duty of care (kewajiban untuk kehati-hatian), duty of 

loyalty (kewajiban untuk loyal kepada perseroan dan pemegang saham), dan 

taat asas pada prinsip Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan 

yang baik) maka perusahaan akan maju dan kesejahteraan karyawan pun 

akan meningkat, sehingga kekhawatiran Pemohon menjadi tidak beralasan; 

i. bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon tidak mengalami 

kerugian konstitusional dan tidak memiliki kepentingan langsung dengan 

norma Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003 yang dimohonkan pengujian 

sehingga tidak terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara 

berlakunya norma a quo dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh 

Pemohon. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 

untuk mengajukan permohonan a quo dan Mahkamah seharusnya 

menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan permohonan Pemohon 

tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 

 

G. AMAR PUTUSAN 

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

 

H. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 

mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 

terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 

wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 

penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020 yang 

menyatakan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya terhadap pengujian UU 

19/2003 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan 

UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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